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di-
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A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2024

tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 276 Tahun
2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto
Tahun 2024.
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B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa
proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024,
maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan
persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU
Kabupaten Jeneponto.

2. Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud angka 1
didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada
Pemilu Terakhir.

3. Memperhatikan dalam menetapkan persyaratan pencalonan, diantaranya:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung
paling sedikit 10% (sepuluh persen).

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000
(lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah
persen).

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen).

d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢
tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di
kabupaten/kota.

4. Mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon
perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.

5. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan melalui media
massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU
Kabupaten Jeneponto;.

6. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:

a. Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto mengenai ketentuan persyaratan jumlah
minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;

b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan
kepada KPU Kabupaten Jeneponto, dan

c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
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